BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 58 TAHUN 2023

TE NTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG
PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN

Menimbang

Mengingat

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SAMPANG,

bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan berdampak
positif pada percepatan dan optimalisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah maka perlu diberikan
perpanjangan keringanan pajak dalam bentuk
penghapusan denda sanksi administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2023 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kabupaten Sampang Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran



10.

11.

12.

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6868);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan
Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)



Menetapkan :

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4
Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun
2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Nomor 1 Tahun 2020);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);

17. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2019 Nomor 79);

18. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13
Tahun 2021);

19. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2022 Nomor 113);

20. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang
Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sampang
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2023 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG
PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun
2023 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten
Sampang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2023 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah

Pasal 4

Penghapusan denda sanksi administrasi PBB-P2 bagi WP,

diatur dengan ketentuan:

a. Penghapusan denda sanksi administrasi yang diberikan
berupa penghapusan denda PBB P-2 yang terhutang
bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB P2
pada tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31
Desember 2023;

b. Penghapusan denda sanksi sebagaimana dimaksud
pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban
pembayaran pajak terutang.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 29 September 2023

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

YULIADI SETIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR : 58
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